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ABSTRAK 
Penulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Pekarangan Rumah Guna 
Mendapatkan Hak Akses Jalan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 
dengan pendekatan statuteapproach dan case approach. Dengan sumber bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan sumber bahan hukum sekunder yang 
berupa buku-buku literature yang terkait dengan pembahasan dan jurnal-jurnal hukum yang 
sesuai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama apabila pemilik pekarangan 
rumah yang tidak memiliki akses jalan keluar ke jalan umum berhak mengajukan haknya pada 
pemilik pekarangan rumah di depan dengan berdasarkan pada hak khiyar serta peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku untuk membuka jalan bagi kepentingan umum, yang kedua 
jika terjadi sengketa atas pemilik rumah yang di depan dengan menutup akses jalan umum maka 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan pertimbangan hakim yang akan 
memutuskan untuk permasalahan sengketa tersebut  
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ABSTRACT 
Writing entitled Legal Protection for Owners of House Yard to Get Right of Public Access. This 
research uses normative juridical method with statuteapproach approach and case approach. With 
the source of primary legal materials in the form of related legislation and secondary law 
material sources in the form of literature books related to the discussion and appropriate legal 
journals. The results of this study indicate that the first if the owner of the yard of a house that 
does not have access road out to the public road entitled to propose his right to the owner of the 
front yard in accordance with the rights of khiyar and the applicable legislation to pave the way 
for the public interest, which second if there is a dispute over the owner of the front house by 
closing the public access road then it can file a lawsuit to the District Court with the 
consideration of the judge who will decide for the dispute matter 
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KESIMPULAN 
1. Rumah atau Pekarangan yang tidak memiliki akses jalan akibat bangunan rumah yang 
didirikan secara permanen atau terjepit oleh pekarangan rumah yang di depannya 
sehingga tidak bisa memberikan akses ke jalan umum maka dapat meminta lahan guna 
akses jalan umum yang dapat digunakan untuk kepentingan umum yakni berupa 
penuntutan hak khiyar yang disertai dengan peraturan Perundang - Undangan yang 
memberikan penjelasan mengenai penuntutan seseorang atas rumah yang di belakangnya 
yang tidak memiliki akses jalan keluar ke jalan umum namun tetap tidak ada peraturan 
perundang-undangan yang lebih jelas mengaturnya mengenai lebar akses jalan umum di 
suatu kawasan pemukiman yang padat penduduk. 
2. Berdasarkan pada kasus atas pemilik rumah yang tidak memiliki akses jalan keluar salah 
satunya kasus pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2013/PN/Kray maka hal ini menimbulkan 
dampak atas putusan tersebut bagi pemilik rumah yang di depannya karena atas dasar 
menutup akses jalan keluar dan tidak menyediakan lahan untuk akses jalan, maka dengan 
ini dampak tersebut dapat dilihat di putusan tersebut maupun skripsi ini pada bagian 
penulisan mengadili khususnya point 3 sampai 6 yang dimana distu dijelaskan kewajiban 
tergugat atas perbuatan melawan hukum dengan membongkar bangunan tersebut dan 
memberikan akses jalan bagi pihak penggugat dan tergugat sebagaimana atas 
pertimbangan hakim tersebut, dengan pertimbangan apabila mendirikan bangunan lagi 
seperti akses jalan bisa dilakukan dengan kesepakatan musyawarah untuk menentukan 
ganti rugi tersebut. 
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